
 

 

 

 

WALIKOTA BIMA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA BIMA 

NOMOR   68 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALIKOTA BIMA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak 

Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak;  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tetang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4188); 

 



    3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

    5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam 

Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 126); 

6.  Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima 

Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Bima Nomor 66); 

7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima 

Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran 

Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103); 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bima. 

2. Walikota adalah Walikota Bima. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. 

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya 

disebut KPP Pratama adalah Unit Kerja dari 

Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan 

seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. 

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya 

disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan 

publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status 

Wajib Pajak. 

8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas 

layanan publik pada Perangkat Daerah. 



9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan KSWP. 

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk : 

a. mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan 

b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;  

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 3 

 

  Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 

a. jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP; 

b. tata cara pelaksanaan KSWP; dan  

c. pembinaan pelaksanaan KSWP. 

 

BAB III 

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP 

 

Pasal 4 

 

(1) Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP 

antara lain : 

a. izin usaha perdagangan; 

b. tanda daftar usaha pariwisata; 

c. persetujuan bangunan gedung; 

d. izin trayek; dan 

e. izin usaha jasa konstruksi.  

(2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak 

mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan 

status valid. 

 



BAB IV 

TATA CARA PELAKSANAAN KSWP 

 

 Pasal 5 

 

(1) Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha 

dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status 

Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak. 

(2) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat 

Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung 

dicetak melalui sistem aplikasi KSWP. 

(3) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid setelah 

dikonfirmasi dalam sistem aplikasi KSWP, maka 

Wajib Pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP 

Pratama setempat untuk mendapatkan surat 

Keterangan Status Wajib Pajak. 

 

Pasal 6 

 

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan 

Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan 

Layanan Publik Tertentu. 

(2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah 

Daerah yang terhubung dengan sistem informasi 

pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang 

telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




